
Catatan :  
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :  “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya  

merupakan alat bukti hukum yang sah.”  
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE 
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Nomor :  2475/DJA.3/DL1.10/IX/2025                              Jakarta, 18 September 2025 
Lampiran : 1 (satu) lampiran 
Perihal :  Penyampaian Undangan Rapat Monitoring 

dan Evaluasi Penerapan Smart Majelis 
Tingkat Pertama Pilot Project 

 
Kepada Yth. 
Daftar Undangan Terlampir 
di tempat 
 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Bersama ini kami teruskan Surat Undangan dari Badan Urusan Administrasi 

Mahkamah Agung RI Nomor 83/BUA.6/TI1.1.2/IX/2025 tanggal 17 September 2025 perihal 

Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penerapan Smart Majelis Tingkat 

Pertama Pilot Project, maka dengan ini kami sampaikan agar satuan kerja terpilih dapat 

mengikuti kegiatan tersebut yang dilaksanakan secara daring pada : 

Hari/Tanggal : Jumat, 19 September 2025 

Pukul : 08.30 WIB s.d. 11.00 WIB 

Tempat : Satuan Kerja masing-masing 

Media : Zoom Meeting 

  Meeting ID : 986 818 8374 

  Passcode : Pengsi@MA# 

Ketentuan : 

a. Setiap satuan kerja diharapkan menggunakan 1 (satu) akun zoom dengan 

menggunakan nama satuan kerja 

b. Masing-masing satuan kerja terdiri dari : 

1. Ketua/Kepala atau Wakil/Wakil Kepala Pengadilan Tingkat Pertama, 

2. Operator IT. 

http://www.badilag.mahkamahagung.go.id/


Catatan : 
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :  “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya

merupakan alat bukti hukum yang sah.”
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon Saudara dapat menugaskan peserta 
sesuai ketentuan dan hadir tepat waktu. 

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

Wassalamualaikum Wr.Wb. 

a.n.  Direktur Jenderal

 

Tembusan: 

- Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama



Catatan : 
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :  “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya

merupakan alat bukti hukum yang sah.”
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Lampiran I 
Nomor   : 2475/DJA.3/DL1.10/IX/2025 
Tanggal : 18 September 2025 

DAFTAR UNDANGAN 

1. Pengadilan Agama Jakarta Pusat

2. Pengadilan Agama Cirebon

3. Pengadilan Agama Praya

4. Pengadilan Agama Magelang

5. Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh

6. Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe

7. Mahkamah Syar’iyah Calang
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Nomor : 83/BUA.6/TI1.1.2/IX/2025  17 September 2025 

Lampiran : 1 (satu)    

Hal : Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi 

Penerapan Smart Majelis Tingkat Pertama 

Pilot Project 

  

 

Kepada Yth.  

Daftar Undangan Terlampir 

di -  

      Tempat  

 

 Dalam rangka menindaklanjuti Surat Kepala Biro Hukum dan Humas nomor: 

161/BUA.6/TI1.1.2/VIII/2025 tanggal 7 Agustus 2025 perihal Pemberitahuan 

Pemberlakuan Pilot Project Smart Majelis, bersama ini disampaikan Bapak/Ibu akan 

dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penerapan Smart Majelis Tingkat 

Pertama Pilot Project secara daring pada :  

Hari/ Tanggal  : Jumat, 19 September 2025 

Pukul   : 08.30 WIB s.d. 11.00 WIB 

Tempat  : Satuan Kerja Masing-Masing 

Media   : Aplikasi Zoom Meeting  

      Meeting ID : 986 818 8374 

      Passcode : Pengsi@MA# 

Ketentuan  :  

a. Setiap satuan kerja diharapkan menggunakan 1 (satu) akun zoom dengan 

menggunakan nama satuan kerja.  

b. Masing-masing satuan kerja terdiri dari : 

1. Ketua/Kepala atau Wakil/Wakil Kepala Pengadilan Tingkat Pertama, 

2. dan Operator IT. 

 

 

 

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Mengingat pentingnya acara tersebut, mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat hadir tepat 

waktu.  

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 

 

 

 

 

Tembusan :  

1. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum 

2. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama 

3. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer 

4. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Lampiran I 

Surat Plt. Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI 

Nomor : 83/BUA.6/TI1.1.2/IX/2025/Bua.6/HM.02.3/XII/2022 

Tanggal : 17    September 2025 

  

mber 2022 

 

DAFTAR UNDANGAN 

 

1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

2. Pengadilan Negeri Makassar 

3. Pengadilan Negeri Yogyakarta 

4. Pengadilan Negeri Kupang 

5. Pengadilan Negeri Subang 

6. Pengadilan Negeri Tanjung Pandan 

7. Pengadilan Agama Jakarta Pusat 

8. Pengadilan Agama Cirebon 

9. Pengadilan Agama Praya 

10. Pengadilan Agama Magelang 

11. Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh 

12. Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe 

13. Mahkamah Syar’iyah Calang 

14. Pengadilan Militer II – 08 Jakarta 

15. Pengadilan Militer II – 11 Jakarta 

16. Pengadilan Militer III – 13 Madiun 

17. Pengadilan Militer III Surabaya 

18. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 

19. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung 

20. Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram 

21. Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo 

22. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta 

23. Perwakilan dari Badan Peradilan Umum 

24. Perwakilan dari Badan Peradilan Agama 

25. Perwakilan dari Badan Peradilan Militer 

26. Perwakilan dari Badan Peradilan Tata Usaha Negara 

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.


